
b. bahwa P.nggaran Pendapatan dan Beiania 
Daerah Kabupaten Nias T ahun Anggaran 
2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daeran Kabupaten l~ias, 

a. bahwa sesuai dcngar; Arah dan Kt::~ijakan 
Umum Anggaran Pendapatan can Balanja 
Daerah Kabupaten Nias serta- Strategi dan 
Prioritas An9g:mm Pendapatan dan 8e'2!1j2 
Daerah, y2ng telah dieepckati bersarna antara 
Pemerintah Kabupaten Nias dengar, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias 
pada ta~ggal 8 Maret 2005, oet iu d.susun 
A.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2005; 

Menimbang 

BUPATI NIAS) 

TENT ANG 
,...... ANGGARAN PENUAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
~~ KABUPATEN NIP.S TAHUN ANGGARAN 2005 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIA.S 
NOMOR 01 TAHUN 2005 

SERI: A NOMOR: 16 TAHUN 2005 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN NIAS 



' 3 Undang-:.mdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah 
denpan Undang Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246. 1 ambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-~nd~ng Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
SP.a Perolehan Hak Atas Tanah cJan Bangunan 
(Lembaran Negara Reµublik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3688) ; 

5. Undang-undang Nomor 28 Tah~n 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lernbaran Negora Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nemer 3851); 

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1092) ; 

2. Undanq-undanq Nomor 12 Tahun 1985 tentanq 
Pajak Bumi dan Bangunan (L.embaran .Negara 
Republik lndonesia Tahun 1985 Ncmor" 68, 
Tarnbahan Lernoaran Negara Nemer 3312) 
sebaqaimana telah diubah dengan Undang 
Undanq Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) 

2 

~ . 

Mengingat 



6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional 
(L.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286) ; 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentanq Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Repubiik indonesia 
Tahun 2004 Nornor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

9. Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) ; 

1 O Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pamerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lernbaran Negara Republ!k Indonesia 
Tahun 2004 Norrior 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 
2000 ter.tang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 4021, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
157,Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4165); 
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12 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertangg Jngjawaban 
Keuangan Dae rah (Lembaran Neg· ra Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 107 'ahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaian Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 ~lomor 204, 
Tambahan Lembaran Negara Noma 4024) ; 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 108 1 ahun 2000 
tentang Tata Cara PertanggLngjawaban 
Kepala Daerah (Lembaran Negarn Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, ambahan 
Lembaran Negara Nomor 4027) ; 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 109 T, hun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepa/a Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lernbars n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 N mor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor to28); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Ta un 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia I anun ~uu I i'4u111u1- i ;o, - 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138-) ; 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4416); 
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Pasal 1 

f · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2005 sebagai berikut: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
NIAS TAHUN ANGGARAN 2005 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

Dengan persetujuan 

5 ' t 
19 Keputusan Menteri Dalam \ Negeri Nomor 

29 Tahun 2002 tentahq Pedoman 
Pengurusan, Pertanggung_ awaban dan 
Pengawasan Keuangan Da rah serta Tata 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah, Pel ksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

20 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah Kabupaten Nias Nomor 
01/KPTS/2000 tentang Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Nias. · 



Lampiran V 
Lampiran VI 
t.ampiran VII 
Lampiran VIII 
Larnpiran IX 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Larnpiran IV 4. 

Lampiran II! 3. 

Lampiran II 2. 

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan 
!::iayiar. ya~g tidak lerpisahkan darl Peraturan Daerah ini. 

Pasal3 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 
Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang 
Pernerintanan dan Unit Organisasi Perangkat 
Dae rah 
Daftar jum!ah pegawai per Golongan dan per 
Jabatan 
Oaftar Piutang Daerah 
Daftar Pinjaman Daerah 
Daftar lnvestasi (Penyertaan Modal) Daerah 
Daftar Aktiva Tetap Daerah, dan 
Daftar Dana Cadangan 

Lampiran I 1. 

Uraian iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebaqaimana dirnaksud dalarn pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Oaerah ini yang terdiri dari : 

Pasal2 

Rp 15.634.283.677 

Pembiayaan: 
a. Penerirnaan 
b. Pengeluaran 

3. 
Rp 16.134.283.677 
Rp 500.000.000 

6 
Rp 229.666.752.534 
Rp 245.301.036.211 
Rp (15.634.283.§Z.71. 

Pendapatan 
Belanja 
(Defisit) 

1. 
2. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2005 NOMOR 16 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NiAS, 

~SOKHI ZEBUA 

Oiundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 06 Juli 2005 

BINAHATI B. BAEHA 

dto 

BUPATI NIAS, 

Ditetapkan di Gunungsitoh 
pada tanggal 02 Juli 2005 

Pasal5 

Peraturan Oaeran ini berlaku pada tanggal diundangkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005. 

Aga( setiap oranq mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in; dengan oenempatannya dalam Lemba,an 
Daerah Kc:ioupaten Nias. 

Pasal4 

Sebaga, lanoasan operaslonal pelaksanaan, Bupati me:netapkan 
keputusan tentanq Peruabaran Anggaran Pendaoatan dan Beianja 
Dae rah. 
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